
BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 2, TAHUN 2ua

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23 TAHUN 2OO9

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA,

PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DFSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FATI,

Menimbang: a. bahura Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pernerintahan desa senantiasa dituntut untuk
meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan

kepada masyarakat;

b. bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa, perangkat

Desa dan staf Perangkat Desa yang diatur dalam peraturan Bupati
Pati Nomor zB Tahun 2009 tentang pemberian Tambahan

Penghasilan Bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan staf perangkat

Desa (Berita Daerah Kabupaten pati rahun 2009 Nomor 64) sudah
tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasar"kan pertirnbangan sebagaimana dinraksud dalam
huruf a dan huruf b, perru menetapkan peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati pati Nomor 23 Tahun 200g tentang

Pemberian Tambahan Penghasiran Bagi Kepala Desa, perangkat

Desa, dan Staf Perangkat Desa;

i. undang-undang Ncmor 1g rahun 1gs0 tentang pembentukan

Daerah'daerah Kabupaten daram Lingkungan propinsi Jawa Tengah;

2. undang-undang Nomor 10 Tahun 2a04 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 43S9);

Mengingat



3. Undang-undang Nomor Tahun 32 tahun 20A4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4497),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48441;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinei dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor I tahun 2AA7 tentang

Sumber Pendapatan Desa ilembaran Daerah Kabupaten Pati

tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomolt0 Tahun 2007 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lernbaran

Daerah Kabupaten Pati Tahun 20A7 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati {Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Tahun e008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Nomor 28);

l0.Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009

Nomor 04);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2OO9 TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT

DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa dan $taf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2009 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat {2), ayat (3) dan ayat {4} dihapus dan

ditambah 1 {satui ayat yakni ayat (5}, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Besaran tambahan penghasitan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ditentukan menurut jabatan dalam Pemerintah

Desa dan luasan bengkok yang diterima.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Besaran tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal T

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan dicairkan dalam 4 {empat) tahap

atau per triwulan, dimana untuk masing-masing tahap akan

diberikan pada akhir triwulan dengan cara ditransfer ke

rekening Pemerintah Desa melalui PT. Bank Jateng

Cabang Pati.



J.

(2) Pencairan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a- tahap pertama, dana dicairkan untuk bulan januari

sampai dengan maret;

b. tahap kedua, dana dicairkan untuk bulan aprir sampai

dengan juni;

c. tahap ketiga, dana dicairkan untuk bulan juli sampai

dengan september; dan

d. tahap keempat, dana dicairkan untuk bulan oktober
sampai dengan desember.

Ketentuan Pasal I ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1

(satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal g berbunyi sebagai
berikut:

Pasai 8

(1) Pencairan dana dan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan setelah pemerintah Desa mengajukan
permohonan pencairan dana kepada Bupati, yang

ditandatanganioleh KeBala Desa atau penjabat Kepala Desa

dengan dilampiri rencana penggunaan dana, tanda terima

Desa dan bukti penerimaan dana tahap sebelumnya.

(2, Tanda terima Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibuat secara kolektif dan ditandatangani oleh Kepala Desa,

sekaligus untuk setiap tahap atau per triwulan dalam bentuk

kuitansi.

(3) Rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga)

dengan ketentuan satu lembar kuitansi tanda terimanya

dengan menggunakan materai cukup,

(4) Bukti penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat perorangan dan ditandatangani oleh penerima

tambahan penghasilan,



't

4. Diantara Pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut .

Pasal 10 A

{1} Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf perangkat Desa
yang baru diangkat danlatau dilantik dalam tahun berjalan,

harus melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan

dan/atau Pelantikannya pada saat akan menerima tambahan
penghasilan untuk pertama kalinya.

(2) Penjabat Kepala Desa yang bukan berasal dari perangkat

Desa yang baru diangkat daram tahun berjaran, harus

melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan pada saat

akan menerima tambahan penghasilan untuk pertama

kalinya.

5. Di antara BAB ill dan BAB lv disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB lllA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal I A

{1) Tambahan penghasilan dipertanggungjawabkan oleh
penerima sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk dalam

bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan tanda bukti
penerimaan.

(2) Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi rampiran daram

permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal I ayat (1).

Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 saret 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

-/.y,,/+
HARYAI\ITO, SH, MM.

Pembina Tingkat I

NtP. 19640408 199103 1 All

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN

Agar setiap orang dapat dapat

pengundangan Peraturan Bupati ini

Berita Daerah Kabupaten Pati.

mengetahuinya, memerintahkad

dengan penempatannya daiam

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 l{aaet 20'10

BUPATI PATI,

TASIMAN
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